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k. .., ..^b^^?^l ,'̂ i l r̂.^

PENGABILAN NEGERI SL 'NG/11 PENIIH

^POMN TAH NA

%



Tembusan beserta lampiran disampaikan kepada Y th :
1.Sekretaris Mahkamah Agung Rl

Di J akarta
2.A rsip

Dengan Hormat,•;

Menindak-lanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Rl, Nomor : 1435 /SEK

/OT .01.2 /11 /2018, tertanggal 26 Nopember 2018, perihal Penyusunan L aporan

Tahunan 2018, yang bertujuan untuk ketertiban administrasi, dimana sesuai dengan

Surat K eputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor : 143 /K MA  /SK  /V lll /2007,

tentang pemberiakuan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian

Laporan Pelaksanaan Kegiatan), maka sesuai dengan pokok surat diatas, bersama ini

-Pengadilan Negeri Sungai Penuh menyampaikan L aporan Tahunan 2018 dimaksud

sesuai dengan Out L ine yang telah ditentukan.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi maklum dan terimakasih

Kepada Y th

Ibu Ketua Pengadilan T inggi

Jambi
Di_

Jambi
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Lampiran : 1 (satu) berkas
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menyadari sepenuhnya bahwa tugas

pokok dan fungsi yang telah kami

laksanakan masih terdapat banyak

kekurangan-kekurangan, baik dibidang

administrasi teknis yudisial maupun

administrasi non feknis yudisial (umum),

oleh karena. itu pengawasan,

pembinaan serta dukungan penunjang

dalam pelaksanaan tugas sangat

kami harapkan agar kami dapat

rr .̂di'sanskari tugas pokok dan fungsi

t"="-sebut dengan sebaik-baiknya.

Dengan telah  disusunnya
Laporan Tahunan ini, kami

bsrharap semoga laporan ini

dapat bermanfaat dan dapat dijadikan

sebagai pedoman untuk peningkatan

kinerja  pada  pelaksanaan  Tugas

Pokok dan Fungsi pada tahun- tahun

berikutnya.

Sungai Penuh, 8 J anuari 2019

Puji syukur  kami panjatkan
kehadirat   A llah SWT, atas

segala Rahmat dan K arunia-

Nya yang dilimpahkan sehingga kami

dapat melaksanakan tugas dengan

baik  dan lancar,  termasuk  dalam

penyusunan L aporan Tahunan 2018.

T erselesaikannyaL aporan
Tahunan ini tidak terlepas

dari kerja sama semua

bagian, baik bagian K epaniteraan

maupun bagiari K esekretariatan

Laporan Tahunan ini mengandung

maksud sebagai tolak ukur sejauh

mana tugas pokok dan fungsi yang

diemban oleh Pengadilan Negeri

Sungai Penuh dalam Tahun A nggaran

berjalan dapat dilaksanakan atau tidak

dapat dilaksanakan sesuai basis kinerja

yangberdasarkanperaturan

perundangan  yang  berlaku.  K ami

fflfA  P&fflMA^
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Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagai salah satu Satuan K erja (Satker)

Peradilan Umum yang berada di bawah Mahkamah Agung, berdasarkan Undang-

undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan K ehakiman mempunyai tugas

pokok : memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya tersebut, dengan semangat pembaharuan

dan visi "Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Y ang Agung" - sebagaimana

dirumuskan dalam Blue Print (Cetak Biru) Mahkamah Agung Rl 2010 - 2035,

Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah melakuk?n langkah-langkah untuk

inengembangkan 7 (tujuh) area yang telah dirumuskan dalam Blue Phnt (Cetak

Biru) Mahkamah Agung, yaitu :

1.K epemimpinan dan Manajemen Pengadilan ;

2.K ebijakan Peradilan;

3.Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana Prasarana dan A nggaran ;

4.Penyeienggaraan Persidangan;

5.K ebutuhan dan Kepuasan Pengguna Keadilan ;

6.Pelayanan Pengadilan Y ang Terjangkau ;

7.K epercayaan dan Keyakinan Masyarakat Pada Pengadilan ;

Selanjutnya untuk mewujudkan langkah-langkah pembaharuan tersebut, sesuai

tupoksi yang telah diatur dalam peraturan Perundang- Undangan di Bidang

Peradilan, dalam tubuh organisasi Badan Peradilan telah dibentuk dao dilengkapi

aparatur yang lengkap dan memadai, dan telah dipilah dalam bagian-bagian.

Tugas di Bidang Administrasi Teknis dilaksanakan oleh aparatur Teknis Y udisial

yaitu Hakim, Panitera dan J urusita, sedangkan di Bidang Administrasi Umum

dilaksanakan oleh A paratur Non Teknis Y udisial yaitu Sekretaris, Sub Bagian

Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, Sub Baglan Umum & Keuangan,

Sub Baglan Kepegawaian Organisasi Tata Laksana berserta staf.

Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya, dengan dilandasi oleh

rasa tanggungjawab dan kebersamaan, seluruh bagian-  bagian dari Aparatur

BABI
PENDA HULUAN
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Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan Program J angka Menengah (5

tahun). Sedangkan Program J angka Panjang (25 tahun) disebut dengan Blueprint

(Cetak Biru), dan Program J angka Pendek (Itahun) disebut dengan Rencana Kerja

Tahunan.

Program J angka Menengah merupakan pentahapan dari Program Jangka Panjang,

dan Program J angka Pendek merupakan pentahapan dari Program J angka

Menengah. Mengenai program kerja dalam pengertian kesehahan adalah mengacu

pada pengertian Rencana Kerja Tahunan.

G- R̂ENCANA  Sf RATEGIS (RENSTRAf

Sebagaimana disebutkan dalam buku Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 -

2035, V isi Badan Peradilan adalah :

"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Y ang Agung"

V isi Badan Peradilan tersebut dirumuskan oleh Pimpinan Mahkamah Agung pada

tanggal 10 September 2009, yang dirumuskan dengan merujuk pada

Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai

tujuan Negara Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan V isi Badan Peradilan tersebut di atas, yaitu Terwujudnya

Badan Peradilan Indonesia yang A gung", Mahkamah Agung telah merumuskan

misinya - yang disebut dengan Misi Badan Peradiian, yaitu :

1.Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.

2.Memberikan Pelayanan Hukum Y ang Berkeadilan Kepada Pencari

Keadilan.

3.Meningkatkan K ualitas K epemimpinan Badan Peradilan.

4.Meningkatkan K redibilitas dan Transparapsi Badan Peradilan.

i. V ISIDANMISI

Teknis Y udisial dan Non Teknis Y udisial yang ada di Pengadilan Negeri Sungai

Penuh telah bekerja dengan sungguh- sungguh dan saling mendukung satu sama

lain, sehingga apa yang menjadi visi Badan Peradilan yaitu "Mewujudkan Badan

Peradilan Indonesia Y ang A gung" bisa tercapai. serta sesuai pula dengan

kebijakan umum pemerintahan yaitu membangun Bangsa dan Negara yang

sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
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Ditetapkannya program J angka Panjang, J angka Menengah dan J angka Pendek

tersebut adalah merupakan pentahapan kongkrit dalarn mewujudkan V isi dan Misi

Mahkamah A gung, sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab tentang V isi dan

Misi tersebut di atas.

Pengadilan Negeri Sungai Penuh merumuskan Tujuan dan Sasaran Rencana

Strategis (Renstra) - sebagai Program J angka Menengah (lima tahunan).

1.Tuiuan Rencana Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka

mencapai V isi dan Misi Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah

sebagai berikut:

1.Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat terhadap sistem peradilan melalui

proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2.Terwujudnya  penyederhanaan  proses  penanganan perkara  melalui

pemanfeatan teknologi informasi.

3.Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat misk'n dan

terpinggirkan.

4.Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadiian.

2.Sasaran Rencana Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dari tahun

2015 sampai dengan tahun 2019,

Sasaran Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sungai Penuh

adalah sebagai berikut:

1.Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel

2.Meningkatnya efektifitas pengeiolaan penyelesaian perkara

3.Meningkatnya A kses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

4.Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Adapun program kegiatan yang dilaksanakan dan diupayakan dalam rangka

mencapai Sasaran Strategis diatas selengkapnya adalah sebagai berikut:

1.Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Peradilan.

2.Peningkatan prasarana dan sarana Peradilan.

3.Peningkatan efisiensi kerja dan pengawasan Aparatur Peradilan.

SUNOAIPENUH-
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Terwujudnya  penyelesaian  perkara  secara  cepat,   transparan  dan

berkeadilan.

5.Pengelolaan anggaran secara tertib dan dapat dipertanggung jawabkan.

6.Peningkatan Pelayanan Publik terhadap pencari keadilan dan Masyarakat

Umum.

7.Menuju Manajemen Perkantoran Modern, dengan peningkatan pelayanan

prima / yang memiliki standar yang jelas dan pemanfaat dari kemajuan

Teknologi Informasi yang berkembang.

4.

SUNONPENUH
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* Struktur organisasi..„,_.... .̂

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta

posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional

untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas

pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan

bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi di antara bagian-bagian. Dalam

struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang antara

bagian-bagian yang ada dalam organisasi tersebut.

Berdasarkan pengertian tentang Struktur Organisasi tersebut, maka pada dasarnya

terdapat 5 (lima) elemen penting dalam struktur organisasi, yaitu :

1.A danya spesialisasi kegiatan kerja.

2.A danya standardisasi kegiatan kerja.

3.A danya koordinasi kegiatan kerja.

4.A danya sentralisasi dan desentralisasi pembuatan keputusan.

5.Besaran seluruh organisasi.

Dengan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 08 tahun

2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum (sekarang telah diubah dengan Undang- undang No. 49 tahun

2009), dan Undang-undang No.05 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sekarang Undang-undang

No. 03 tahun 2009), telah dikeluarkan Peraturan Presiden Rl Nomor : 13

Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden

Nomor : 14 Tahun 2005 tentang K epaniteraan Mahkamah Agung, maka pada

dasarnya tugas pokok dan fungsi (TUPOK SI) Badan Peradilan dalam

lingkungan Peradilan Umum dlbagi 2 (dua) bagian besar, yaitu :

1.Menyelenggarakan Administrasi Teknis Y udisial.

2.Menyelenggarakan Administrasi Umum (Non Teknis Y udisial).

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Peraturan

Mahkamah Agung Rl (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015, tentang Organisasi dan

Tata K erja Kepaniteraan dan K esekretariatan Peradilan, maka Struktur

Organisasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh tergambar sebagai berikut:

BABII

STRUK TUR ORGANISA SI
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Standar Operasionai Prosedur (SOP)

Dalam urusan birokrasi, pada umumnya masyarakat membutuhkan pelayanan

yang  cepat,  tepat,    dan  biaya murah, sehingga saat ini tiap instansi

pemerintah dituntut untuk memenuhi keinginan dari masyarakat tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan publik tersebut  di atas, tiap-

tiap instansi pemerintah menyusun / membuat Standar Operasional Prosedur

(SOP) berbasis kinerja sebagai pedoman atau tata cara yang harus dilakukan

atau harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses tertentu. SOP ini disusun

guna menghilangkan/mengurangi resiko/kesalahan yang ditimbulkan.

Setiap pelayanan publik haruslah tepat sasaran dan kredibel hasilnya, untuk itu

disusunlah prosedur tetap pelayanan publik yang sesuai SOP secara rinci,

tahap demi tahap, sistematis dan terukur.

1.  SOP Bidang Administrasi Peradilan :

Pengelolaan administrasi peradilan (teknis yudisial) dilaksanakan oleh

oagian/ieknis fungsional K cpaniteraan, terdiri dari Kepaniteraan Perdata,

Kepaniteraan Pidana dan Kepaniteraan Hukuin.

SOP Kepaniteraan Perdata, dengan rincian sebagai berikut:

-SOP Fermohonan Perkara Perdata

-SOP Perkara Perdata Gugatan/perlawanan apabila mediasi tidak

berhasil

-SOP Perkara Perdata Gugatan Sederhana

-SOP Penyelesaian Keberatan Gugatan Sederhana

-SOP Perkara Perdata Banding

-SOP Perkara Perdata Kasasi

-SOP Perkara Perdata Peninjauan Kembali

-SOP Perkara Perdata Sita

-SOP Eksekusi R iil

-SOP Perkara Perdata Eksekusi

-SOP Keuangan Perkara Perdata

-SOP Biaya Proses

-SOP Pengembalian Sisa Panjar Perkara

-SOP Surat Keluar Kepaniteraan Perdata

-SOP Surat Masuk Kepaniteraan Perdata

-SOP Penerimaan Barang Persediaan
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SOP K epaniteraan Pidana, dengan rincian sebagai berikut:

-SOP Surat Masuk

-SOP Surat Keluar

-SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa (dewasa)

-SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

-SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat

-SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Cepat T ipiring

-SOP Penanganan Perkara Tilang

-SOP Permohonan Upaya Hukum Banding

-SOP Permohonan Upaya Hukum K asasi

-SOP Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

-SOP Permohonan Grasi

-SOP Permohonan Praperadilan

-SOP Permint^un Perrnohonan Perpanjangan Penahanan Permintaan

Penyidik pasal 29 ayat (2) dan ayat (3)
-SOP Permintaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Permintaan

K ejaksaan pasal 25 ayat (2)
-SOP Permintaan Permehonan Perpanjangan Penahanan pasal 29 ayat

(2) dan ayat (3) K UHA P
-SOP Permintaan Permohonan Perpanjangan Penahanan ke Pengadilan

Tinggi J ambi pasal 29 ayat (1)
-SOP Proses Penyelesaian Permohonan ijin/persetujuan Penyitaaan

-SOP Proses Penyelesaian Permohonan ijin/persetujuan Penggeledahan

-SOP Proses Penyelesaian Permohonan Diversi

-SOP Proses Pendaftaran dan Penanganan Barang Bukti

-SOP SIPP Perkara Pidana Tingkat Pertama

-SOP Penerimaan Barang Persediaan

SOP K epaniteraan Hukum, dengan rincian sebagai berikut:

-SOP Penanganan Meja Pengaduan klasifikasi surat masuk klarifikasi

pengaduan

-SOP Pembuatan L aporan Tahunan

-SOP Kerja sama Pos Bantuan Hukum

-SOP Pengarsipan Berkas Perkara

SUNGAIPE f̂tJrt



-SOP Penanganan Pengelolaan CD Putusan

-SOP Pembuatan Laporan Bulanan

-SOP Pembuatan Laporan Catur Wulan

-SOP Pembuatan Laporan Semester

-SOP Pelayanan Informasi

-SOP Penanganan Meja Pengaduan K larifikasi Surat Masuk Pengaduan

-SOP Pendaftaran Badan Hukum

-SOP Penerimaan Barang Persediaan

-SOP Penanganan Meja Pengaduan K alsifikasi Pembuatan Surat

Keputusan Pemeriksaan Pengaduan

-SOP Penanganan Surat Keterangan tidak di cabut hak pilih dan tidak

sedang menjalani pidana

-SOP Pembuatan Surat Keterangan Penelitian

-SOP Surat K uasa

SOP Pe-ngelolaan Surat Masuk.  .

-SOP Pengelolaan Surat Keiuar

2. SOP Bidang A dministrasi Umum

Pengelclaan administrasi umum (non teknis yudisial) dilaksanakan oleh

bagian kesekretariatan organisasi (sesuai dengan PERMA  Nomor 7 Tahun

2015), terdiridari:

1. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

dikoordinir oleh seorang kepala sub bagian yang bertanggung jawab

melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program,

dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, statistik, serta

pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

SOP mengenai bagian PT IP sebagai berikut:

-SOP Pembuatan Lakip

-SOP Penanganan Hardware Pengolah Data Rusak

-SOP Pemeliharaan Website

-SOP Pengisian dan Pembaharuan K onten Website

-SOP Sistem Infbrmasi Penelusuran Perirara (SIPP)

-SOP Perencanaan Anggaran

-SOP Laporan A nggaran A plikasi Bappenas PP39K L

-SOP Penerimaan Barang Persediaan (ATK )

•••    .•••••••̂ ••••.••-
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-SOP Surat Masuk

-SOP Surat Keluar

-SOP Pemeliharaan J aringan

-SOP Penyusunan Laporan Tahunan

-SOP Penyusunan Laporan Bulanan

-SOP Penyusunan Laporan Semester

-SOP Sinkronisasi SIPP

-SOP Revisi DIPA  dan POK

2. Sub Bagian Kepegawaian & Ortala dikoordinir oleh seorang K epala

Sub Bagian, Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan

kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Rincian SOP sebagai berikut:

-SOP Pembuatan Surat Cuti

-SOP Pembuatan K P.4

-SOP. Usulan Satyalancana Karya Saiya

-SOP Pelaporan Absen / Daftar Hadir Pegawai

-SOP Pembuatan Karpeg, Karis, Karsu, dan Taspen

-SOP Pembuatan Kenaikan Gaji Berkala

-SOP Kenaikan Pangkat

-SOP. Pelantikan / Penyumpahan

-SOP Pelaporan Data Kepegawaian

-SOP Promosi J abatan

-SOP Pembuatan Penilaian SKP

-SOP Surat Dinas

-SOP Pembuatan Surat Pemyataan Menduduki J abatan

-SOP Surat Masuk

-SOP Pelaksanaan Apel Pagi dan Sore

-SOP Penerimaan Barang Persediaan (atk)

-SOP Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

-SOP Daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim
-SOP Pembuatan Surat Keputusan Ketua Pengadilan

-SOP Hukuman Disiplin

-SOP Bezetting

•SUNGMPENU^^
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-SOP Usulan Pensiun Hakim dan PNS

-SOP Usulan CPNS menjadi PNS

-SOP Mutasi

-SOP Update Data Kepegawaian Kedalam A plikasi SIK EP

-SOP Ujian Dinas

-SOP Pelaksanaan Test Kesehatan PNS

3. Sub Bagian K euangan dan Umum dikoordinir oleh seorang K epala

Sub Bagian, Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip,

peiiengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan

masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Rincian SOP sebagai berikut:

-SOP Pengelolaan Perpustakaan

-SOP Pengelolaan Aplikasi Persediaan

-SOP Per̂ e'maan dan Pengiriman Surat K eluar

-SOP Pengelolaan Surat Masuk

-SOP Pengelolaan Administrasi Keuangan (pembuatan specimen

tanda tangan)

-SOP Adminitrasi K euangan Pembuatan K artu Identitas Pengantar

Surat  Perintah  Membayar  (SPM) /   Pengambil Surat   Perintah

Pencairan Dana (SP2D)

-SOP Pengajuan Uang Persediaan

-SOP Penerbitan SPP-LS untuk Belanja Pegawai ( Pembayaran Gaji

Induk)
-SOP Penerbitan SPP-LS untuk Belanja Pegawai (Pembayaran Gaji

Susulan)

-SOP Penerbitan SPP-LS Untuk Belanja Pegawai (Pembayaran

Kekurangan Gaji)

-SOP Penerbitan SPP-LS untuk Belanja Pegawai (Pembayaran Uang

Makan)
-SOP Penerbitan SPP-LS untuk Belanja Pegawai (Pembayaran Uang

Lembur)
-SOP Penerbitan SPP-LS Belanja Modal



LAPORANTAHUNA N2OIS

SOP Pertanggungjawaban  Dimuka  Tunjangan K husus K inerja

(remunerasi)

SOP Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak

SOP Pengelolaan Taman

SOP Konfirmasi Penerimaan Negara

SOP Laporan Realisasi A nggaran

SOP Rekonsiliasi SA IBA

SOP Catatan atas Laporan K euangan

SOP Berkala Pengemudi

SOP Kebersihan Kantor

SOP Keamanan Kantor (diluar jam kerja)

SOP Keamanan Kantor (jam kerja)

SOP Rutin Pengemudi

SOP Penerima Tamu

SOP Laporan Saldo Rekening- •

SOP Pelaksanaan Anggaran

SOP Administrasi (LPJ )
SOP A dministrasi Silabi

SOP Catatan atas Laporan BMN

SOP Rekonsiiiasi SIMAK-BMN

SOP Pengelolaan Ruang Sidang

SOP Perawatan Rumah Dinas

SOP Penertiban Parkir

SOP Perawatan Inventaris Halaman, dan Gedung Kantor

SOP Protokoler

SOP Persediaan Barang

SOP Penyusunan Uraian Satpam dan Tenaga Kebersihan

SOP Laporan Pertanggung jawaban Bendahara

SOP Penunjukkan Penghunian Rumah Dinas

SOP L aporan Barang Milik Negara

SOP Penunjukan Pemakaian Barang Inventaris Berupa Kendaraan

Dinas

SOP Pelaksanaan Anggara Belanja Pegawai (gaji, lembur, honor)

danL S
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Sasaran K inerja Pegawai (SK P)

Sistem kerja Pegawai Negeri Sipil setelah dikeluarkannya PP Nomor 46 Tahun

2011 adalah berbasis K inerja yang tertuang dalam bentuk SKP. Definisi SK P

adalah Sasaran K erja Pegawai yang ada dalam salah satu unsur di dalam

Penilaian Prestasi Kerja PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 46 Tahun 2011, yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara Pegawai

dengan Atasannya.

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015,

tentang "Organisasi dan Tata K erja Kepaniteraan dan K esekretariatan

Peradilan", sekaligus diuraikan tentang Tugas Pokok dan Fungsi setiap

bagian sebagaimana disebutkan di dalam PERMA  Nomor 7 Tahun 2015 dapat

diuraikan sebagai berikut:

1.Panitera

Tugas : Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan

administrasi perkara serta mer/eiesaikan surat-surat yang

berkaitan dengan perkara.

Menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut:

a.Pelaksanaan    koordinasi,    pembinaan    dan    pengawasan

pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;

b.Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;

c.Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;

d.Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus;

•••   e.   Pelaksananaanpengelolaanadministrasi •        perkara,.

penyajian data perkara, dan transparansi perkara;

f.Pelaksanaan  administrasi  keuangan  yang  berasal  dari A PBN

dalam program teknis dan  keuangan  perkara  yang ditetapkan

berdasarkan    peraturan    dan    perundang undangan,  minutasi,

evaluasi  dan  administrasi Kepaniteraan;

g.Pelaksanaan mediasi;

h.  Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan

i.   Pelaksanaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh    K etua

Pengadilan Negeri.

2.Sekretaris

Tugas : Melaksanakan     pemberian     dukungan     di    bidang
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admmistrasi,  organisasi,  keuangan,  sumber  daya manusia,

serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri

Kelas II.

Menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut:

a.Penyiapan    bahan    pelaksanaan     urusan    perencanaan

program dan anggaran;

b.Pelaksanaan urusan kepegawaian;

c.Pelaksanaan urusan keuangan;

d.Penyiapan  bahan  pelaksanaan  penataan  organisasi  dan  tata

iaksana;

e.Pelaksanaan     pengelolaan     teknologi     informasi     dan

statistik;

f.Pelaksanaan urusan surat  menyurat,   arsip, perlengkapan, rumah

tangga,   keamanan,  keprotokolan,  hubungan  masyarakat,    dan

perpustakasn; clan

g.Penyiapan   bahan   pelaksanaan   pemantauan,   evaiuasi   dan

dokumentasi serta pelaporan di iingkungan K esekretariatan Pengadilan

Negeri Kelas II.

3. Panitera Muda Perdata

Tugas : Melaksanakan administrasi perkara di bidang Perdata.

Menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a.Pelaksanaan  pemeriksaan  dan  penelaahan  kelengkapan berkas

perkara perdata;,,.-•.-.•-;•

b.Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;

c.Pelaksanaan   distribusi   perkara   yang  telah   diregister untuk

diteruskan    kepada    K etua    Majelis     Hakim berdasarkan

Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;

d.Pelaksanaan  penerimaan  kembali  berkas  perkara  yang sudah

diputus dan diminutasi;

e.Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para

pihak yang tidak hadir;
f.Pelaksanaan    penyampaian    pemberitahuan    putusan tingkat

banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;

g.Pelaksanaan  penerimaan  dan  pengiriman berkas  perkara  yang
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dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;

h.  Pelaksanaan    pengawasan    terhadap    pemberitahuan    isi

putusan  upaya  hukum  kepada  para  pihak  dan menyampaikan

relas   penyerahan  isi  putusan   kepada Pengadilan T inggi dan

Mahkamah Agung;

i.   Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;

j.    Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

k.  Pelaksanaan   penyimpanan   berkas   perkara   yang   belum

mempunyai kekuatan hukum tetap;

I.   Pelaksanaan   penyerahan   berkas   perkara    yang   sudah

berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;

m. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

n.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

4. Panitera Muda Pidana

Tugas : Melaksanakan administrasi perkara di bidang Pidana.

Menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a.Pelaksanaan  pemeriksaan  dan  penelaahan  kelengkapan berkas

perkara pidana;

b.Pelaksanaan registrasi perkara pidana;

c.Pelaksanaan    penerimaan    permohonan   praperadilan    dan

pemberitahuan kepada termohon;

d.Pelaksanaan   distribusi   perkara   yang   telah   diregister untuk

diteruskan     kepada    K etua    Majelis    Hakim berdasarkan

Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari K etua Pengadilan;

e.Pelaksanaan    penghitungan,    penyiapan    dan    pengiriman

penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan

penahanan;

f.Pelaksanaan penerimaan penmohonan ijin penggeledahan dan ijin

penyitaan dari penyidik;
g.Pelaksanaan  penerimaan  kembali  berkas  perkara  yang sudah

diputus dan diminutasi;

h.  Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para

pihak yang tidak hadir;
i.   Pelaksanaan    penyampaian     pemberitahuan    putusan tingkat

SUNOAJPENUH



LAPORA N TA HUNAN ZO18

kerja    sama   dengan   Arsip   Daerah   untuk

penitipan berkas perkara;

Pelaksanaan   penyiapan,   pengelolaan   dan   penyajian bahan-

bahan   yang    berkaitan   dengan   transparansi perkara;

Pelaksanaan    penghimpunan   pengaduan   dari    masyarakat,

hubungan masyarakat dan;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

penataan,   penyimpanan   dan  pemeliharaan arsip

penyusunan     dan     pengiriman    pelaporanc.Pelaksanaan

perkara;

d.Pelaksanaan

perkara;

e.Pelaksanaan

5. Panitera Muda Hukum

Tugas : Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data

perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a.Pelaksanaan   pengumpulan,   pengelolaan   dan   penyajian data

perkara;

b.Pelaksanaan penyajian statistik perkara;

banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;

j.    Pelaksanaan  penerimaan  dan  pengiriman  berkas  perkara  yang

dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;

k.  Pelaksanaan    pengawasan    terhadap    pemberitahuan     isi

putusan  upaya  hukum  kepada  para  pihak  dan menyampaikan

relas   penyerahan  isi  putusan   kepada Pengadilan T inggi dan

Mahkamah Agung;

I.  Pelaksanaan   pemberitahuan   isi   putusan   upaya    hukum

kepada J aksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

m. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

n.  Pelaksanaan   penyimpanan   berkas   perkara   yang   belum

mempunyai kekuatan hukum tetap;

o.  Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan

hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;

p. Pelaksanaan urusan Tata Usaha K epaniteraan; dan

q.  Penlaksaan fun.gsi lain yang diberikan Panitera
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A kreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Berdasarkan Surat K eputusan Direktur J enderal Badan Peradilan Umum

Nomor: 1639/DJ U/SK/OT .01.1.9/2015 maka pada Badan Peradilan Umum telah

dibentuk T im Akreditasi Penjaminan Mutu yang bertugas untuk Melakukan

penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan T inggi

seluruh Indonesia sesuai standar sertifikasi ISO 9001 : 2008 , diperkaya dengan

penerapan International Framework for Court Excellent, Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (PRB), Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah

Agung , pembangunan Zona Integritas dan Standar Penilaian yang pemah

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2014.

Adapun pelaksanaan A kreditasi Penjaminan Mutu bertujuan untuk mewujudkan

pertorma / K inerja Pengadilan Indonesia yang Unggul / Prima (Indonesia Court

Performance Excellent - ICPE). Membangun sistem penjaminan mutu

membutuhkan kekompakan, kerja keras, kerja sama, pengorbanan dan waktu

yang tidak sedikit. Dengan adanya program A kreditasi Penjaminan Mutu maka

Pengadilan Negeri Sungai Penuh pun melakukan pembenahan disetiap sisi

untuk meningkatkan pelayanan terhadap para pencari keadilan. Langkah

6.K asubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan

perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi

informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan

dokumentasi serta pelaporan.

7.K asubag Umum dan Keuangan

Subbagian Umum dan K euangan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah

tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan,

serta pengelolaan keuangan.

8.K asubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata L aksana

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata L aksana mempunyai

tugas meiaksanakan penyiauan bahan peiaksanaan urusan kepegawaian,

penataan organisssi dan tata laksana.
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pertama pembenahan dimulai dengan pembinaan / sosialisasi yang

dilaksanakan terus menerus yang bertujuan untuk merubah budaya kerja dan

pola pikir agar iebih baik. L angkah K edua dengan pelaksanaan Reformasi

Birokrasi sehingga terwujud peningkatan kapasitas dan akuntabilitas, organisasi

yang bebas dan bersih K K N serta peningkatan pelayanan publik. L angkah

Ketiga yaitu Pembangunan Zona Integritas dimulai dengan penandatanganan

piagam pencanangan secara terbuka. Tujuannya agar semua pihak dapat

memantau, mengawal, mengawasi dan berperan dalam program kegiatan

Reformasi Birokrasi, khususnya di bidang pencegahan dan peningkatan

pelayanan publik. Langkah K eempat pembenahan sarana pelayanan publik.

Pembenahan dapat dimulai dengan menerapkan konsep 5 R (ringkas, rapi,

resik, rawat dan rajin). L angkah Kelima dilaksanakan pembenahan

administrasi. A cuannya Buku II Pedoman Administrasi Peradilan berikut

peraturan-peraturan yang dibuat oleh MA maupun Badilum. Keenam

diiaksanakan pembuatan dan pengesahan dokumen penjamiiiah

mutu. Dokumen meliputi sasarar. rnutu, kebijakan mutu, moto, struktur

penjaminan mutu, manual mutu, instruksi kerja (IK ) manajemen mutu dan SOP

tiap unit. Untuk efektifitas maka perlu dibentuk tim penyusun dokumen. K etujuh

pelaksanaan survei kepuasan masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat

merupakan pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat

dalam memperoleh pelayanan. Pedoman survei terdapat dalam Permenpan

No. 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat.

Kedelapan pelaksanaan audit intemal. L azimnya audit intemal dilakukan oleh

para hakim untuk tujuan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi

dengan kriteria yang ditetapkan. A udit intemal berguna untuk bahan evaluasi

dan perbaikan atas pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

Kesembilan pelaksanaan tinjauan manajemen. Rapat tinjauan manajemen

membahas evaluasi kesesuaian dan efektifitas pelaksanaan sistem penjaminan

mutu. Hasil survei kepuasan masyarakat dan audit intemal harus menjadi

pembahasan rapat sehingga diperoleh rekomendasi untuk perbaikannya.

Kesepuluh dilaksanakan audit ekstemal oleh Pengadilan Tinggi J ambi agar

didapatkan hasil layak atau tidaknya Pengadilan Negeri Sungai Penuh

mempertahankan sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan dengan nilai
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A Excellent yang telah diperoleh. K ewenangan Audit telah dlbenkan oleh

Direktorat J enderal Badan Peradilan Umum kepada Pengadilan T inggi J ambi

dikarenakan Pengadilan Tinggi J ambi telah mendapat sertifikat A kreditasi

Penjaminan Mutu dengan nilai "A" Excelent. Hasil dari audit terhadap

Pengadilan Negeri Sungai Penuh dibawa ke Rapat K omiteKeputusan A kreditasi

Direktorat J enderal Badan Peradilan Umum. A khirnya setelah melewati semua

prosesnya Pengadilan Negeri Sungai Penuh dinyatakan layak untuk

mempertahankan Sertifikat A kreditasi Penjaminan Mutu dengan nilai A

Excellent. Dengan dapat dipertahankannya sertifikat ini memacu semangat

seluruh pegawai PengadilanNegeri Sungai Penuh untuk terus berbenah diri dan

meningkatkan pelayanan terhadap para pencari keadiian sebagai bentuk

pertanggungjawaban.

Posbakum

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Taiun 2011 tentang Bantuan

Hukurr., Pasal 1 (1) dinyatakan bahv/a Bantuan Hukum adalah jasa hukum

yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada

Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau

kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara iayak dan

mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan daiam PERMA  Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian L ayanan Hukum Bagi Masyarakat

Tidak Mampu di Pengadilan dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa

dari Pos Bantuan Hukum adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak

mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan

konsultasi hukum yang memeriukan layanan berupa pemberian informasi,

konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum. (Pasal 22)

Merujuk Pasal 23 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 maka pada Pengadilan Negeri

Sungai Penuh telah dibentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Posbakum ini

merupakan wujud dari kerjasama kelembagaan antara Pengadilan Negeri

Sungai Penuh dengan pemberi layanan Posbakum dalam hal ini Pengadiian

Negeri Sungai Penuh bekerjasama dengan POSBAK UMA DIN Cabang Sungai

Penuh yang diketuai oleh OMA  IRAMA , SH. Kerjasama ini tertuang dalam

perjanjian (MoU) yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungai

Penuh dengan OMA  IRA MA , SH. Posbakum pada Pengadilan Negeri Sungai
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Penuh telah menempati ruangan yang dilengkapi sarana penunjang untuk

melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang tidak mampu.Posbakum

Pengadilan Negeri Sungai Penuh beroperasi sesuai dengan jadwal piket yang

telah ditentukan. Pada Tahun Anggaran 2018Pengadilan Negeri Sungai Penuh

mendapatkan aiokasi dana sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta

rupiah) untuk pelaksanaan Posbakum. A nggaran ini digunakan untuk

memberikan honor advokat piket Posbakum dalam 1 Tahun A nggaran yaitu

selama 240 jam layanan. A nggaran tersebut sampai akhir Desember 2018 telah

direalisasikan seluruhnya atau sebesar 100%.

Sidang K eliling / Pelayanan Terpadu

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung

pengadilan yang di peruntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan

untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.

Pada Pengadiian. Negeri Sungai Penuh tidak dilaksanakan Sidang K eliling

dikarenakan kantor Pengadilan Negeri Sungai Penuh mucah-dijangkau oleh

seluruh masyarakat Pencari Keadilan.

Perkara Prodeo

Prodeo adaiah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan

dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung Rl. Pada Tahun 2018 pada

DIPA  Pengadilan Negeri Sungai Penuh disediakan anggaran sebesar Rp.

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membiayai 2 perkara Perdata

yang diajukan secara Prodeo. Tetapi sampai akhir Tahun 2018 tidak ada

masyarakat pencari keadilan yang mengajukan permohonan berperkara secara

prodeo pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh sehingga anggaran tersebut

tidak dapat diraalisasikan.
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Sumber Daya Manusia dapat didefinisikan sebagai kemampuan terpadu dari daya

pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh

keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh

keinginan untuk memenuhi kepuasannya (Hasibuan, 2003, h244). SDM terdiri dari

daya fikir dan daya fisik setiap manusia. Tegasnya kemampuan setiap manusia

ditentukan oleh daya fikir dan daya fisiknya. SDM atau manusia menjadi unsur

utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Peralatan yang handal atau

canggih tanpa peran aktif SDM, tidak berarti apa-apa. Daya pikir adalah

kecerdasan yang dibawa sejak lahir (modal dasar) sedanqkan kecakapan diperoleh

dari usaha (belajar dan pelatihan). K ecerdasan tolok ufcirnya inteiegence Ouotient

(IQ) dan Emotiori Guality (EQ). Dengan kata lairi keberhasilan dalam setiap aspek

itu sangatlah ditentukan oleh Sumber Daya Manusia itu sendiri baik dalam hak

K ualitas maupun kuantitasnya.

Seperti halnya Instansi Pemerintah seperti Pengadilan Negeri Sungai

Penuh, yang merupakan salah satu Instansi Peiayanan Pubiik, K ualitas K inerja

dan Pelayanan sangat ditentukan oleh dukungan Sumber Daya Manusia baik

dari segi K ualitas maupun K uantitasnya. Peningkatan Sumber Daya Manusia*

• ;j^paratur Peradilan sangat periu untuk terus diasah dan ditingkatkan, demikian

juga dengan kuantitas pelaksananya juga perlu dipenuhi.

1. PROFIL  SUMBER DAY A  MA NUSIA

Berbicara mengenai Sumber Daya Manusia dalam hal kuantitas, yang

mendukung pelaksanaan K inerja dan Pelayanan Publik di Pengadilan Negeri

Sungai Penuh terdiri dari Sumber Daya Manusia Teknis Y udisial dan Sumber

Daya Manusia Non Teknis Y udisial, sebagai berikut:

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGELOLAA N

•SUNGMPENUH
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-  Perbandingan Tenaga Teknis dan Non Teknis :

SMA

S1 = 2 Org

SMA  = 1 Org

S1
.-       - -  ^l

*-"K

5

1

3

.1 .

2

1

1

-

us

3
-

2

1
&>.  '

J UML AH
STA F

K A . SUB BA GIAN

SEK RETARIS
*               -            jj.'!|- -

3

2

1
>̂u  ,<,jl

Sumber Daya Manusia Non Teknis Y udisial terdiri dari

S1

D3

S1 = 2 Org

SMA  = 1 Org

S1 = 1 Org

SMA  = 2 Org

S1
S1
S2

S2

14

2

1

3

3
1

2

1

1

2

1

-

-

1
-

-

•

terdiri dan

12
1

I     1

3

3
1

1

1

1

Y udisial

J UML A H

STAF

J URUSITA  FENGGA NT

PANITERA
PENGGANTI

PANITERA  MUDA
PANITERA

HAK IM

WAK IL  K ETUA

K ET UA

8
7

6

5
4
3
2
1

Sumber Daya Manusia Teknis
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Staf
Kepaniteraan

Staf
Kepaniteraan

Hukum

J SP
PP
PP
PP

Kasubbag

Umum dan

Keuangan

Kasubbag

Perencanaan, T l

dan Pelaporan

Kasubbag

Kepegawaian

dan Ortala

PL T. Panmud

Hukum

Panmud Perdata

Panmud Pidana

Sekretaris

Panitera

Hakim

Hakim

Wakil Ketua

Ketua

j •̂ .^ ^̂nnjf î

..'. . ^>  .   .. ?̂....^^.^

Penata Muda (lll/a)

Penata Muda (lll/a)

PengaturTk. 1 (ll/d)

Penata Muda Tk. 1 (lll/b)

Penata (lll/c)

Penata (lll/c)

Penata Muda Tk. 1 (lll/b)

Penata (lll/c)

Penata (lll/c)

Penata (lll/c)

Penata (lll/c)

Penata (lll/c)

Penata (lll/c)

Penata Tk.l (lll/d)

Penata (lll/c)

Penata (lll/c)

Penata Tk.l (lll/d)

Pembina (IV/a)

,trr">; ŝ""™  * ;̂

Ponia L iska, SH

Y uni Puji L istiowati, SE

Medi Ronaldi HR, A .Md

Ricky Bastian, SH

Joefeizel, SH

Gazali

Suparwati, SE .

Teguh Hariadi, S.K om

Y ulises

Hendri Dunand, SH

Umardani

Firman

Y usri, S.Pdl

Sapta Putra, SH

Rinding Sambara, SH

Ratna Dewi Darimi, SH

Daniel Ronald, SH.,

M.Hum

Dedi K uswara, SH., MH

1  ̂  "  ~t  „

18

17
16
15

14

13

12

11

10

9

8

7
6
5
4

3

2
1

^  r 

Secara lengkapnya profil SumbeT Daya Manusia Pengadilan Negeri Sungai

Penuh beserta J abafannya hingga 31 Desember2018 adalah sebagai berikut:



J umlah Tenaga Honorer yang masuk kedalam DIPA  Pengadilan Negeri Sungai

Penuh adalah berjumlah 7 Orang.

Dengan demikian keadaan personil Sumber Daya Manusia pada Pengadilan

Negeri Sungai Penuh Tenaga Teknis / Non Teknis sebanyak 19 Orang dan

ditambah dengan Honorer sebanyak 7 Orang, jumlah keseluruhan adalah 26

Orang.

2.Mutasi

Mutasi Pegawai dari Pengadilan Negeri Sungai Penuh ke luar satker untuk

tahun 2018 adalah berjumlah NIHIL , tetapi Pegawai mutasi dari luar Satker ke

Pengadilan Negeri Sungai Penuh antara lain :

Y uni Puji L istiowati, SE  mutasi dari Pengadilan T inggi DK I J akarta.

Ponia L iska, SH mutasi dari Pengadilan Negeri K raksaan.

3.Promosi

Pegawai yang mendapatkan Promosi J abatan untuk Tahun 2018 ini antara lain :

-    Y udi Noviandri, SH..MH dari Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh

menjadi Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

LAPORA N TA HUNAN 2OI8

Satpam

Satpam

Sup'r

Supii

Cleaning Service

Cleaning Service

Cleaning Service

Toto K usnadi

Indrik

Hengki Zabora, SE

Peri Darma Putra

Jola Anggra Pratama,

S.AP

Suhendra

Atn Fanedt

"f ' '̂fT'TY ^tpf f̂sfttf^ ^̂*,

Tenaga Honorer

7
6

5

4

3
2
1

st
Protil

Pidana

Pengatur Muda Tk.l (ll/b)  Staf Umum dan

Keuangan

19 • WidyaSatri
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19

37

18

-

19

J umlah

Perdata

Permohonan

Perdata Gugatan

Sederhana

Perdata Gugatan

Pidana

Cepat/R ingan/Lalu

L intas

Pidana A nak

Pidana

6

5

4

3
2

1

J umlah Sisa Perkar? yang diputus

J umlah sisa Derkara iahun 2017 pada Pengadiian Negeri Sungai Penuh yang

merupakan tunggakan perkara dan harus diselesaikan pada Tahun 2018

sebanyak 37 perkara terdiri dari 19 perkara pidana dan 18 perkara perdata.

Semua sisa perkara tahun 2017 tersebut teiah diputus atau diselesaikan pada

tahun 2018 sehingga dapat dirincikan sebagai berikut:

4.Pensiun

Terdapat 2 (dua) orang Pegawai Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang

Memasuki usia Pensiun yaitu:

-Y uhardi memasuki usia pensiun pada bulan J uli 2018.

-A frizal memasuki usia pensiun pada bulan Desember 2018.

5.Diklat

Pada Tahun 2018 ini pegawai Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengikuti

Diklat ada 1 (satu) orang pegawai yaitu :

-Dedi K uswara, SH..MH mengikuti  Diklat Pimpinan Pengadilan yang di

selenggarakan oleh Badan Diklat Hukum dan K eadilan Mahkamah Agung R l

di Bogor.

SUNOAIPENUH
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128

2

1

16

109
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1

1
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23

20

3

S5H3E

33

23

10
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185

2

45

16

122

J umlah

Perdata

Gugatan

Sederhana

Perdata

Gugatan

Pidana

A nak

Pidana

4

3

2

1

$"•%
l'̂

J umlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, K asasi dan

PK
Tahun 2018 Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah memutus perkara yang

ma.suk. Diantara perkara yang telah diputus ada beberapa pihak yang

mengajukan upaya hukum baik Banding, Kasasi maupun PK . Tetapi pihak yang

mengajukan upaya hukum hanya sedikit sekitar 30.81% dari total perkara yang

putus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

--
j

32
-

29

2
13

16

29

2

45

16

Perdata Permohcnan

Perdata      Gugatan

Sederhana

Perdata Gugatan

Pidana A nak

5

4

3

2

J umlah perkara yang diputus tepat waktu

Berdasarkan SEMA  Nomor : 2 Tahun 2014 bahwa jangka waktu penanganan

perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama selama 5 (lima) bulan, untuk itu

Pengadilan Negeri Sungai Penuh berusaha maksimal untuk melaksanakannya.

Tetapi ada juga beberapa perkara yang tidak dapat memenuhi hal tersebut baik

perkara pidana maupun perkara perdata. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada

rincian sebagai berikut:

•SUNCAIPENUH
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16

16
-

-

-
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16

16
-
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J umlah

Masuktahun2018

Sisatahun2017

2

Jumlah perkara anak yang berhasil melslai diversi

Tahun 2018 Pengadilan Negeri Sungai Penuh menangani perkara anak

sebanyak 16 perkara tetapi tidak ada 1 perkara pun yang berhasil melalui diversi

sehingga semua perkara anak tetap dilanjutkan sampai pada putusan Hakim

seperti dapat dilihat sebagai berikut:

1
1

-

t      "*  ̂7ff?™
•d|l

76

58

18

•̂r̂ r̂ T̂Tf

78

60

18

mr  ,^

J umlah

Masuktahun 2018

Sisa tahun 2017

•    1   c*   T  (

2
1

k¥   •

J umiah perkara perdata yang berhasi! dimediasi

Berdasarkan PERMA  Nomor 1 Tahun 2016 pengertian Mediasi adalah cara

penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh

kesepakatan Para Pihak dengan dibantu Mediator. Semua Perkara Perdata

yang masuk ke Pengadilan diwajibkan melaksanakan proses mediasi, tetapi ada

beberapa perkara yang dikecualikan untuk dilaksanakan mediasi seperti

Gugatan Sederhana, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa

K onsumen dan perkara-perkara yang diberikan batas waktu dalam

penyelesaiannya. Tahun 2018 Pengadilan Negeri memproses perkara perdata

gugatan sebanyak 78 perkara tetapi 2 perkara merupakan perkara gugatan

sederhana sehingga hanya wajib melaksanakan mediasi terhadap 76 perkara

perdata gugatan saja. Dari 76 perkara perdata gugatan yang telah dilaksanakan

mediasi ada satu perkara yang pihaknya memperoleh kesepakatan. Sehingga

perkara perdata gugatan tersebut tidak dilanjutkan ke persidangan untuk

diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim. Untuk lebin jsias dapat dilihat sebagai

berikut:

'SUNGWPENUH
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C; PENGELOL AAN SARA NA  DA N PRASARA NA
.1. Sarana dan Prasarana Gedung

a.Pengadaan

Untuk Tahun 2018 ini Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak mendapat

anggaran untuk Pengadaan terkait Sarana dan Prasarana Gedung Kantor.

b.Pemeliharaan Gedung

Untuk Tahun Anggaran 2018 ini Pengadilan Negeri Sungai Penuh mendapat

anggaran untuk pemeliharaan Gedung Kantor sebesar Rp. 77.196.000,- dan

dapat terealisasi Rp. 77.102.550,- atau sebesar 99.88%. Pengadilan Negeri

Sungai Penuh juga memiliki 6 Unit Rumah Dinas yang terdiri dari Rumah

Dinas Ketua, Wakil Ketua, Hakim dan Panitera serta memiliki Pos J aga tetapi

pada Tahun Anggaran 2018 ini tidak ada alokasi dana Pemeliharaan untuk

Rumah Dinas dan Pos J aga tersebut.

c.Penghapusan

Proses penghapusan Sarana/Trasarana Gedung tahun anggaran ini juga

tidak ada.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

a.Pengadaan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung pada Tahun

Anggaran 2018 terdiri atas :

Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dengan dana

sebesarRp. 26.000.000.-terealisasi 100%

b.Pemeliharaan_  •••;

Untuk pemeliharaan Sarana dan Prasarana fasilitas Gedung tahun A nggaran

2018 terdiri dari pemeliharaan :

Kendaraan Dinas (roda 2 dan roda 4)

A lat Pengolah Data (PC / Laptop dan Printer)

-    A C Ruangan

Pemeliharaan Jaringan (L istrik, Telepon dan Internet)

c.Penghapusan

Proses penghapusan Sarana/Prasarana Fasilitas Gedung tahun anggaran ini

juga tidak ada.

SUNGAIPENUH
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Dukungan perangkat Teknologi Informasi pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh

didalam membantu kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi masih dirasa

kurang, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Sebagaimana kita ketahui

bahwa Mahkamah Agung beberapa tahun terakhir ini berupaya untuk

memaksimalkan penggunaan perangkat serta sistem berbasis T l. Untuk pemakaian

Pengelolaan  K euangan  Tahun  A nggaran  2018 mengambarkan DIPA  dan

Realisasi RKA  yang diuraikan dalam 3 (T iga) Program Pokok diantaranya ;

1.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis L ainnya.

Program  Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung Rl, dalam Tahun A nggaran 2018 didukung dengan dana

sebesar  Rp.  2.150.938.000,-.   Hingga  31 Desember   2018 terealisasi

sebesar Rp. 2.394.067.702.- atau sekitar 111.30% (dikarenakan revisi DIPA

untuk PAGU Minus belum keluar), dimana anggaran tersebut diperuntukkan

untuk kegiatan-kegiatan diantaranya;

-L ayanan Dukungan Manajemen Pengadilan ;

-L ayanan Perkantoran;

2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Rl

untuk  Tahun  A nggaran  2018  ditunjang  dengan  dana sebesar Rp.

26.000.000,- ^an teiah terealisasi sebesar Rp. 26.000.000.- atau sekitar 100%

yang diperuntukkan untuk:

-Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan K omunikasi

3.Program Peningkatan Manajemen Peradilan.

Program peningkatan manajemen peradilan (DIPA DIRJ EN BADILUM) T.A .

2018, Pengadilan Negeri Sungai Penuh memperoleh dana sebesar Rp.

91.600.000,- dan hingga 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp.

85.514.750.- atau 93.36%. Pada Program peningkatan manajemen peradilan ini

direalisasikan pada pokok kegiatan diantaranya adalah :

-Pelaksanaan Posbakum.

-Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding

tepat waktu.

Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya

perkara
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- Administrasi

- Administrasi

- SIPP/CTS

- Informasi jadwal

sidang

- Administrasi

- SIPP/CTS
- Informasi

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 unit

Laptop

kosong

Laptop

-    PC

Laptop

Ruang Panitera

Ruang Hakim

Ruang WK PN

Ruang K PN

4
3

2

i

Keseluruhan dari  Perangkat   Keras  berupa PC/Laptop dapat   diuraikan

peruangan sebagai berikut:

Kondisi Baik

Kondisi Baik

Kondisi Baik

Kondisi Baik

Kondisi Baik

Kondisi Baik

Kondisi Baik

3unit

2unit

1 unit

1 unit

20 unit

16 unit

2unit

fil^''>ê T̂ ! J Ĵ B1'Tf
<r  x:                „̂<^ *„fc

Wireles Wifi

Modem Speedy

Hub

Router

Laptop

PC Desktop

PC Server

 ̂J *j^P^('l|[^"lft'ji •) 3"J ^ ^S^l^^ '̂
i"B*^ l ĤS-              f'- ^̂ft_tK  ^^E JB ^

7

6

5

4

3
2
1

sistem aplikasi berbasis T l, Mahkamah  Agung  telah  membangun  sistem

pengelolaan  perkara berbasis website untuk semua badan peradilan dibawahnya

bernama SIPP/CTS. Oengan adanya kewajiban penerapan SIPP/CTS disetiap

Pengadiian diseluruh Indonesia, yang menjadi kendala pada satker itu sendiri

adalah kemampuan dan jumlah Sumber Daya Manusia yang ada.

Secara garis besar kami menjabarkan Perangkat K eras dan Perangkat Lunak

pendukung K inerja di Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai berikut:

a. Perangkat Keras

Sampai saat ini jumlah dan keadaan perangkat keras peralatan Teknologi

Informasi sebagai alat pengolah data dan media informasi yang terdapat pada

Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai berikut:

SUNGAIPENUH
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perpustakaan

aplikasi

- Administrasi dan

- SIPP/CTS

- Pengaduan

- Informasi

- SIPP/CTS

PP

Pokok   sebagai

- Administrasi

- Admin IT  SIPP

Website

- Pengelolaan

- Aplikasi RK A K L

- Admmistrasi

lain lain

SIMA K  BMN dan

Keuangan,

- A plikasi

- Administrasi

- A plikasi SIK EP

Komdanas

- Aplikasi

- Administrasi

- SIPP/CTS

- Administrasi

- SIPP/CTS

- Administrasi

- SIPP/CTS

- A dministrasi

- SIPP/CTS

1 Unit

1 Unit

4Unit

-

1 Unit

3Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

3Unit

1 Unit

1 Unit

2Unit

1 Unit

2Unit

1 Unit

2Unit

1 Unit

PC Unit

Laptop

PC Unit

PC Unit

Laptop

Server

PC Unit

Laptop

PC Unit

Laptop

PC Unit

Laptop

PC Unit

Laptop

PC Unit

Laptop

PC Unit

Laptop

kosong

Ruang Perpustakaan -

Ruang Sidang

Ruang Pelayanan

_

Pengganti

Ruang     Panitera -

Pelaporan

Perencanaan, Tl dan -

Ruang

Keuangan

Ruang Umum dan -

-

Ruang Kepegawaian -

-

Ruang Hukum

-

Ruang Pidana

-

Ruang Perdata

Ruang Sekretaris

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5
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Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh

LAPORA M TA HUK A N 2O1S

SIPP Pengadilan Negeri Sungai Penuh

STATISTIK  PE RK ARA DA N R E MINDER

b. Perangkat L unak

Perangkat Lunak penunjang Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Sungai

Penuh yang digunakan untuk memperlacar kegiatan administrasi maupun

pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan terdiri dari:

- Bagian Perkara : Apiikasi Sistem informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang

untuk saat ini menggunakan versi 3.2.0-5, Direktori Putusan, Aplikasi E-court

serta A plikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) seperti gambar berikut:
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Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
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Regulasi dalam rangka Pelaksanaan Refbrmasi Birokrasi untuk Tahun 2018 Pada

Pengadilan Negeri Sungai Penuh mengeluarkan Peraturan- Peraturan dalam

lingkup Daerah seperti:

-Bagian Umum dan K euangan : A plikasi SA IBA , A plikasi GPP, Aplikasi

SIMAK -BMN, SIMAN, Aplikasi Persediaan dan K OMDANAS

-Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan : A plikasi RKAK L

serta website www.pn-sunqaipenuh.go.id serta adanya antivirus yang diinstal

pada masing-masing komputer atau laptop.

-Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana : SIMPEG, SIK EP.

Publikasi Perkara (one day one publish)

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktur J enderal Badan Peradilan Umum

Nomor : 3/DJ U/HM.02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis

Teknologi Informasi di L ingkungan Peradilan Umum maka diwajibkan kepada

seluruh Pengadilan diseluruh Indonesia menggunakan aplikasi Sistem Informasi

Penelusuran Perkara (SIPP) dalam setiap proses penanganan perkara yang

masuk. Pada Tahun 2018 telah diluncurkan aplikasi SIPP versi terbaru yaitu

versi 3.2.0-5 dan pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah berhasil

melaksanakan update SIPP dari versi 3.2.0-4 ke versi 3.2.0-5 tersebut. Semua

perkara baik pidana maupun perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Sungai Penuh telah diinput kedalam aplikasi SIPP. Tetapi untuk

menginput dalam waktu 1x24 jam sesuai aturan yang berlaku sering menemui

kendala seperti terjadinya mati lampu atau pada saat terjadi kerusakan pada

server seperti pada saat kegagalan proses update aplikasi SIPP itu sendiri.

Publikasi perkara baik pidana maupun perdata yang diproses Pengadilan Negeri

Sungai Penuh telah 100% diinput kedalam aplikasi SIPP dan telah dipublikasikan

kepada masyarakat luas melalui website dengan alamat www.sipp.pn-

sungaipenuh.go.id. Dan sekitar 90% perkara diinput tepat waktu sesuai aturan

yaitu maksimal 1x24 jam. Sedangkan putusan yang telah di upload ke dalam

Direktori Putusan berjumlah 183 perkara dari 183 perkara yang putus tahun 2018

atau dengan kata lain sebanyak 100% telah diinput kedalam Direktori Putusan

melalui SIPP.
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-SK  PenunjuKan Posbakum.

-SK  K PN Mengenai HAK IM WASMAT .

Regulasi yang bersifat Internal adalah :

-SK  Pengawas Bidang (K euangan, Umum, Kepegawaian, Pidana, Perdata,

Hukum).

-SK  Tim Baperjakat.

-SK  Petugas Role Model.

-SK  TA PM

-SK SatgasSIPP

Regulasi lainnya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada

area : Manajemen Perubahan, Perundang- Undangan, Pengadilan Negeri Sungai

Penuh memanfaatkan L ink J DIH baik J DIH Mahkamah Agung Rl atau J DH

Nasional, dan Pimpinan selalu untuk menekankan perubahan mental dan mainset

dalam pekerjaan atau dalam pelayanan.

Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata laksana, Pengadilan Negeri

Sungai Penuh  dengan  PERMA Nornor  7  Tahun  2015 telah melakukan

perombakan organisasi dengan tersusunya Struktur Organisasi PN Sungai Penuh

yang baru.

Penataan Sistem Manajemen SDM, dilakukannya pemberian pelatihan intern,

penerapan Aplikasi Sistem Informasi baik dari Intem Mahkamah Agung ataupun

dari eksternal Instansi (Menkeu, Menpan.BK N).

Dalam hal Penguatan A kuntabilitas, Pimpinan terus berupaya memonitor  dan

mendayagunakarT  SDM yang ada guna pelayanan yang lebih baik kepada

masyarakat.

Untuk A rea Penguatan Pengawasan unsur Pimpinan menerapkan pertemuan

bulanan guna mengetahui capaian kinerja, hambatan yang dihadapi selama priode

bulanan pelaksanaan tupoksi.

Peningkatan  K ualitas  Pelayanan  Publik,  Pimpinan  mengambil  kebijakan

mendorong setiap elemen intemal untuk berbenah dalam sistem  kerja  dan

perbaikan  dalam bentuk  layanan  kepada masyarakat. Selain itu pimpinan

menjalin hub dengan instansi ekstemal dalam hal layanan informasi publik serta

menjalin koordinasi dengan unsur hukum terkait guna penegakan hukum dan

pelayanan yang lebih baik.

SUNGAIPENUH
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Sesuai dengan Surat Keputusan K etua Mahkamah Agung Rl No: K MA/ 080 / SK  /

V III / 2006 tanggal 24 A gustus 2006, yang dimaksud dengan Pengawasan

Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri, yang

merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan

agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana

mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Dalam Surat Keputusan

Ketua Mahkamah Agung Rl No. : K MA/ 080 / SK  / V III / 2006 tersebut, selanjutnya

telah diuraikan secara lebih jelas mengenai maksud, tujuan dan fungsi pengawasan

itu, sebagai berikut:

1.Maksud Pengawasan :

a.Untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaran teknis peradilan,

pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum telah

dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

b.Untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan, dan

pelaksanaan tugas-tugas peradilan.

c.Untuk  mecegah  terjadinya  penyimpangan,  mal  administrasi,  dan

ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.-'*"'"

d.Untuk menilai kinerja.

2.T ujuan Pengawasan:

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada

sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah A gung,

dan atau Pimpinan Pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan

yang diperiukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku

aparat pengadilan dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

3.Fungsi Pengawasan:

a.Menjaga agar  pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan

rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

b.Mengendalikan  agar  administrasi  peradilan  dikelola  secara  tertib

BAB IV

PENGAWASAN

SUNGAIPENUH
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sebagaimana mestinya, dan aparat  peradilan melaksanakan tugasnya

dengan sebaik-baiknya.

c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari

keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang

tepat, dan biaya berperkara yang murah.

Sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan K etua Mahkamah A gung Rl No.

: K MA/ 080 / SK  / V III / 2006, pada dasarnya Pengawasan Intemal itu ada 2 (dua)

jenis, yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.

-   Pengawasan Melekat  adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai

pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap

bawahannya  secara  preventif   dan  represif,   agar  pelaksanaan  tugas

bawahannya tersebut berjalan secara efekif dan efisien sesuai dengan rencana

kegiatan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pada Pengadilan T ingkat Pertama, termasuk Pengadilan Negeri Sungai Penuh,

yang  berwenang  dan  bertanggung-iawab  dalam melaksanakan  fungsi

Pengawasan Melekat adalah:

1.Pimpinan Pengadilan T ingkat Pertama.

2.Seluruh Pejabat Kepaniteraan.

3.Seluruh Pejabat Struktural.

Pada Pengadilan T ingkat Pertama, Wakil K etua Pengadilan Negeri selaku

Pimpinan Pengadilan bertindak sebagai Koordinator Pelaksana Tugas

Pengawasan dengan mengkoordinir para Hakim Pengawas Bidang dan Hakim

Pengawas dan Pengamat (K imwasmat) yang telah dliunjuk oleh K etua

Pengadilan Negeri. Hakim-hakim Pengawas Bidang tersebut secara periodik

selama 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan laporan hasil pengawasan

bidang masing-masing kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri.

Selanjutnya sebagai objek dari pengawasan melekat yang menjadi tugas dan

tanggung jawab Pengadilan T inggi J ambi, pada Pengadilan Negeri Sungai

Penuh telah dilakukan pengawasan Rutin oleh Hakim Tinggi Pengawas

dan juga Pembinaan langsung oleh Ketua ataupun Wakil Ketua Pengadilan

Tinggi J ambi.

- Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat

pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam

satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Dilingkungan peradilan,
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Evaluasi yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Evalustion. Secara

umum, pengertian Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi

tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan

pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih

di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila

dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Evaluasi dapat juga

diartikan sebagai proses menilai sesuatu yang didasarkan pada kriteria atau tujuan

yang teiah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas

obyek yang dievaluasi. Hasil dari kegiatan evaluasi adalah bersifat kuaiiiatif.

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh secara rutin melakukan

Evaluasi kinerja aparatur Pengadilan Negeri Sungai Penuh melalui Breafing atau

Rapat Bulanan yang selalu dilaksanakan tiap bulannya. Rapat bulanan selain untuk

Evaluasi kinerja, juga difungsikan sebagai wadah untuk membahas mengenai

segala hambatan dalam pelaksanaan tugas serta juga bermanfaat untuk

silaturahmi untuk membangun kebersamaan antar keiuarga besar Pengadilan

Negeri Sungai Penuh.

Evaluasi juga dilakukan oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan

sistem pertemuan bulanan yang dilaksanakan setiap Bulan minggu pertama, yang

dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua.

pengawasan fungsioanal ini dilaksanakan oled Badan Pengawasan Mahkamah

Agung Rl.

Pada tahun 2017 tidak ada dilaksanakan pengawasan fungsional yang

dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah A gung Rl.

SUNCAIPENUH
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Melihat dari kekurangan dan hambatan yang ada, kami membuat rekomendasi

diantaranya:

-Penambahan data Personil yang dirasa periu guna peningkatan dan perbaikan

pelayanan yang lebih baik.

-Masih membutuhkan penambahan Sarana dan Fasilitas Perkantoran dan

Teknologi Informasi.

Dari uraian diatas,  kami mengambil beberapa kesimpulan diantaranya:

-Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri  Sungai Penuh

dapat dikatakan teriaksana cukup baik.

-T ingkat Penyelesaian Perkara Pidana Tahun 2018 adalah 86.25%.

-T ingkat Penyelesaian Perkara Perdata Tahun 2018 adalah 60.26%.

-Perkara Banding Pidana 10 Perkara, Perdata 23 Perkara.

-Perkara Kasasi Pidana 3 Perkara, Perdata 20 Perkara.

-Perkara PK  Pidana Nihil dan Perkara Perdata 1 Perkara.

-K lasifikasi Perkara y^ng dominan Tahun 2018 adalah Narkotika, Pencurian

dan Penganiayaan.

-Penyerapan Realiasai A nggaran sebagaimana data yang telah kami paparkan

diatas cukup baik, dimana penyerapan Anggaran secara keseluruhan untuk

DIPA-01 yang terdlri dari Belanja Pegawai, Belanja Modal dan Belanja Barang

mencapai : 107.96% dan DIPA  03 yang terdiri dari Belanja Barang mencapai :

93.36%.

-Pemanfaatan dari Realisasi A nggaran dalam mendukung Pelaksana Tugas

Teknis dan Non Teknis Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat dikatakan cukup

baik, dilihat dari terpenuhinya dan terlaksananya kegiatan perkantoran secara

optimal.

SUNGMPENUH
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Belum
dievaluasi

1.Membuat
Tahunan

2.Membuat

perencanaan
program
tahunan

3.Membuat

pembagian
uaraian tugas Waki
Ketua,Hakim
Panitena,     Wakil
Panitera,   Panitere
Muda     Hukum
Kasub      Umum
Kasub
Kepegawaian,
Kasub   Keuangan

danStaf
4.Membuat

Penetapan Susunar

Mdjeiis Hakim
5.Menetapkan Majelis

Hakimuntuk
memeriksa    dan
Mengadili  Perkara
pidana

6.Menetapkan Majelis
Hakimuntuk
memeriksa    dar
mengadili  perkara
pendata

7.Menetapkan majeiis
Hakimuntuk
memeriksa    dan
mengadili  perkara
perdata
penmohonan

8.Menetapkan Hakim
Pengawas     dan

pengamat
9.Menetapkan Hakim

Pengawas Bidang
10.Menetapkan

Penanggungjawab
A bsen

11.Menetapkan
Pembuat/petugas

daftar hadir
12.Menetapkan    tim

penegak disiplin
13.Mengevaluasi

laporanI
pengawasan yang di
koordinir       Waki

K etua   Pengadilan

dan

kerja

L aporan53 KegiatanKetua

Pengadilan Negeri Sungai Penuh

KeteranganTerdiri DariJ umlahUnit K erjaNo

A. Standar Operasional Prosedur (SOP)



Negeri.

14.Mengawasi
mengevaluasi
pelaksanaan  Couri
Calender
penyelesaiaan
perkara

15.Melaksanakan
pengawasan   da
pembinaan tertiadap
para Hakim, Pejabat
Fungsional, Pejabal
Struktural dan Staf

16.Melakukan   Rapal
Rutin Sulanan.

17.Melakukan   Rapat
dengan Para Hakim

18.Melakukan
Pengawasan
Tertiadap
Pelaksanaan/realisa

si DIPA
19.Menerima, membual

disposisidar
membalas    sual
masuk

20.Menindaklarijuti
setiap  pengaduar
dan    melaporkan

hasil
pemeriksaannya
kepada  pengadilan

T inggidan
Mahkamah  A gung
Republik Indonesia

21.Membauat        dar
menandatangani
laporan bulanan, 4
bualanan,
bulanan, tahunan

22.Menandatangani
danmemara
Register Perkara

23.Menandatangani
Keuangan  Perkara
Perdata

24.Menandatangani
Rekapoitulasi absen

25.Menandatangani

permintaan    dan

pertanggung
jawaban
remuniresasi

26.Menandatangani

perjangan tahanan
27.Membuatdan

menandatangani
permohonan
perpanjangan
penahanan kepads
Ketua   Pengadilan

dai



Tinggi
28- Menandatangani

laporansetiap|

permohonan
Banding perkaraj
Pidana kepad^

Pengadilan T inggi
29.Menandatangani

L aporansetiapj

Petkara     pidana
yang   dimohonkan|
kasasi

30.Menerima,  menelitl

dan   mendisposisi
permohonan
eksekusi

31.Membuatdan|

menandatangani
penetapan
Anmaning

32.Melakukan
A nmaning

33.Membuat

menandatangani
Penttapan     Sita|
E ksekusi

34.Membuatdarj

menandatangani
Penetapan Eksekus^
R il/Pengosongan/pe
nyerahan     objek|
eksekusi

35.Membuatdan|

menandatangani
penetapanEksekusi
Pembayaran
sejumlah
uang/lelang

36.Memimpin
pelaksanaan
Eksekusi

37.membuat    SP/DP3I

Wakil Ketua, Para
Hakim,danj

Panitera/ Sekretaris
38.Membuat  SK P/DP3I

pejabat Fungsional,
pejabat   Stnikturaj

dan Staf
39.Menandatangani

usulkenaikan|
pangkat

40.Menandatangani
kenaikanGaj|
berkala

41.Menandatangani ijir̂

Cuti
42.Menandatangani SK |

menduduki jabatan
43.Membuatdanl

menandatangani SH

darJ



Belum
dievaluasi

1.Melakukan
Pengawasan
Intemal

2.Membantu    Ketua
Membuat  Prograrr
Keija

3.Mewakili Ketua bila
berhalangan hadir

4.Mengkoordinir Hakim
pengawas bidang

5.Membuatdan
menyampaikan
laporan        hasrl
pengawasan kepada
Ketua        Setiap

15K egiatanWakil Ketua

jurusita Pengganti

44.Mengambil sumpah
danmelantik
pejabat    struktura
dan fungsional

45.Menjatuhkan
hukuman bagi yang
dikenakan hukuman

disiplin
46.Melakukan

pembinaan terhadap
organisasi IK A HI

47.Melakukan
pembinaan

Terhadap    PTWP
Cabang Pengadilan
NegeriSungai
Penuh

48.Melakukan

pembinaan terhadap
dharma Y ukti karin
Pengadilan  Negeh
Sungai Penuh

49.Memberikan
pertimbangan  dar

tiasehat       tentang
hukurnkepadi
pemerintah daetah

50.Melakukan
koordlnasi    antar
sesama   Penegak
Hukum, K epolisian
Kejaksaan,     Dari
A dvokat/Penasehat
Hukum

51.Memimpin     dan

menjaga
terpeliharanya C itra
danwibaws
Pengadilan  Negeri
Sungai Penuh

52.Melakukan

monitoring Website

PN dan SIPP/CTS
53.Melakukan

Pelayanan Informasi



Belum
dievaluasi

1.SOP administrasi

penanganan
perkara

2.SOP administrasi

5 KegiatanPanitera

Belum
dievaluasi

1.SOP proses diversi
2.SOP proses peikara

pidana biasa
3.SOP proses

mediasi
4.SOP proses peikara

pidana anak
5.SOP poses pelkara

gugatan

5 Kegiatan

dari

dar

dari
dan

sural

triwulan
6.Melakukan

pemeriksaan
penegak disiplin

7.Menerimadan
memeriksa
permohonan

ij in/persetujuan
penggeledahan

8.Menadatangani
ijin/persetujuan
penggeledahan

9.Menerima,
memeriksa
memberikan
disposisi
permohonan
izin/persetujuan
penyitaan

10.Menandatangani
penetapan
izin/persetujuan
penyitaan

11.Menerima
memeriksa
memberikan
disposis!
poermohonan
perpanjangan
penahanan
penyidik
penuntut umum

12.Menadatangani

penetapan
perpanjangan
penahanan
penyidik dan penutut

umum
13.Menunjuk    hakim

u'ntuk menyidangkan
perkara tilang

14.Menunjuk    Hakirr
untuk menyidangkan

perkarapidana

tipiring
15.Melakukan

monitoring   wibsite

PN dan SiPP/CTS

sural

dan

dan



Belum
dievaluasi

SOP Surat Masuk
SOP Surat Keluar
SOP Proses
Penyelesaian
Perkara Pidana
Biasa (dewasa)
SOP Proses
Penyelesaian
Perkara Pidana
A nak
SOP Proses
Penyelesaian
Perkara Pidana

Singkat
SOP Proses
Per.yelesaian
Perkara Pidana

Cepat T ipiring
SOP Penanganan
Perkara Tilang
SOP Pemtohonan
Upaya Hukum
Banding
SOP Permohonan
Upaya Hukum
Kasasi

SOP Upaya Hukum
Peninjauan Kembali
SOP Permohonan
Grasi
SOP Permohonan
Peradilan
SOP Permintaan
Permohonan
Perpanjangan
Penahanan
Permintaan

Penyidik Pasal 29
ayat (2) dan ayat (3)
SOP Permintaan
permohonan

perpanjangan
penahanan
permintaan
kejaksaan pasal 25

ayat(2)
SOP Permintaan
permohonan
perpanjangan
penahanan pasal 29

ayat (2) dan ayat (3)
K UHA P

14.

22 KegiatanPanitera Muda Pidana

penanganan
perkara perdata
SOP administrasi

penanganan
perkara pidana
SOP administrasi
bantuan hukum
SOP eksekusi
lelang



Belum
dievaluasi

SOP. permohonan
perkara perdata
SOP. perkara
perdata
gugatan/pertawananj

apabila mediasi

tidak berhasil
SOP perkara
perdata gugatan
sederhana
SOP. Penyeiesaian
keberatan gugatan
sederhana
SOP perkara
perdata banding

SOP perkara
perdata kasasi
SOP perkara
perdata peninjauan

kembali
SOP perkara
perdata slta
SOP eksekusi riil
SOP perkara
perdata eksekusi

SOP keuangan
perkara perdata
SOP biaya proses
SOP pengembalian
sisa panjar perkara
SOP Surat keluar
kepaniteraan

14.

16 KegiatanPanitera Muda Perdata

SOP Permintaan
permohonan
perpanjangan
penahanan ke
Pengadilan T inggi

J ambi pasal 29 ayat

(1)
SOP Proses
penyelesaian
permohonan
ijin/persetujuan
penyitaan
SOPProses
penyelesaian
permohonan ijin/
persetujuan
penggelledahan

SOP proses
penyelesaian
pemtohonan diversi
SOP proses
pendaftran dan
penanganan barang!

bukti
SOP SIPP perkara
pidsna T ingkat

pertama

SOP Penerima
Barang Persediaan.

22.

21.

19.

18.

17.

16.



Belum
dievalua

SOP panitera
pengganti dalam
perkara perdata
permohonan
SOP panitera
pengganti dalam
perkara gugatan
SOP panitera
pengganti dalam
perkara pidana

8 KegiatanPanitera Pengganti

Belum
dievaluasi

SOP penanganan
meja pengaduan
klasifikasi surat
masuk kiarifikasi
pengaduan
SOP Pembuatan
L aporan Tahunan

SOP Kerja Sama
Pos Bantuan
Hukum
SOP Pengarsipan
Berkas Perkara
SOP Penanganan
Pengelolaan CD
Putusan
SOP Pembuatan
Laporan Bulanan
SOP Pembup'an
Laporan Cati.
Wulan
SOP pembuatan
Laporan Semester
SOP Pelayanan
Informasi
SOP Penanganan
Meja Pengaduan

K larifikasi
Pembuatan Surat
Keputusan
Pemeriksaan
Pengaduan
SOP Penanganan
Surat Keterangan
tidak di cabut hak"

pilih dan tidak
sedang menjalani
pidana
SOP Pembuatan
surat keterangan
Penelitian
SOP Surat K uasa
SOP Pengelolaan
Surat Masuk
SOP Penanganan
Surat Keluar

15.

12.

15 K egiatanPanitera Muda Hukum

perdata
SOP Surat masuk
kepaniteraan
perdata
SOP Penerimaan
barang persediaan

16.



Belum
dievaluasi

1.SOP persetujuan
bahan pelaksanaan

2.SOP persetujuan
pelaksanaan urusan
kepegawaiaan

3.SOP persetujuan

5 Kegiatan

Non Teknis

Belum
dievaluasi

1.SOPpanggilan

sidang
2.SOP pemberitahuar

pemyataan upaya
hukum

3.SOP pemberitahuar
dan penyerahan
memori

4.SOP pemberitahuan
dan penyerahan
kontra memori

5.SOP.
pemberitahuan
inzage

6.SOP pemberitahuar
putusan

7.SOP delegasi
panggilan /
pemberitahuan

8.SOP sita
9.SOP eksekusi
10.SOP pemberitahuan

pemyataan upaya
hukum

11.SOP pemberitahuan
dan penyerahan
memori

12.SOP pemberitahuan
dan penyerahan
kontra memori

13.SOP pemberitahuan
inzage

14.SOP pemberitahuan
putusan

14 KegiatanJ uru Sita/JSP

anak
SOP panitera
pengganti daiam
perkara pidana
biasa
SOP panitera
pengganti dalam
perkara pidana pra
peradilan
SOP panitera
pengganti dalam
perkara pidana
cepat

SOP panitera
pengganti dalam
perkara talu lintas
SOP penerimaan
barang persediaan

(atk)



10.

Belum
dievaluasi

SOP Pembuatan
surat cuti
SOP Pembuatan
kp.4
SOP. Usulan
satyalancana karya

satya
SOP pelaporan
absen / daftar hadir
pegss-ai
SOP pembuatan
karpeg, karis, karsu,
dan taspen
SOP pembuatan
kenaikan gaji
berkala
SOP kenaikan
pangkat
SOP Pelantikan /
penyumpahan
SOP pelaporan data
kepegawalan
SOP promosi
jabatan

11.SOPPembuatan
peniiaian skp

12.SOP surat dinas
13.SOP Pembuatan

surat pemyataan
menduduki jabatan

14.SOP surat masuk
15.SOP Pelaksanaan

apel pagi dan sore
16.SOPpenerimaan

barang persediaan

(atk)
17.SOPdaftarurut

kepangkatan (duk)
18.SOP Daftar urut

senioritas (dus)
hakim

19.SOPPembuatan
surat keputusan
ketua pengadilan

20.SOP Hukuman

28 KegiatanKasubbag Organisasi dan tata
Laksana

bahan pelaksanaan

urusan keuangan
SOP persetujuan
bahan pelaksana

urusan surat
menyurat, arsip,
perlengkapan,
rumah tangga,
keamanan dan
keprotokolan,
perpustakaan
SOP persetujuan
bahan pelaksanaan
pengelolaan
teknologl informasi
dan statistik



Belum
dievaluasi

11

1.SOP pengeiolaan
perpustakaan

2.SOP pengelolaan
aplikasi persediaan

3.SOP Pengelolaan
dan Pengiriman
Surat Keluar

4.SOP Pengelolaan
Surat Masuk

5.SOP pengeiolaan
admiriistrasi
keuangan

(pembuatan specimen
tanda tangan)

6.SOP adminitrasi
keuangan
pembuatan kartu
identitas pengantar
surat perintah
membayar (spm) /
Pengambil surat
perintah pencairan
dana (sp2d)

7.SOP pengajuan
uang persediaan

8.SOP penerbitan
spp-ls untuk belanja
pegawai
(pembayaran gaji
induk)

9.SOP penerbitan
spp-ls untuk belanja
pegawai
(pembayaran gaji
susulan)

10.SOP penerbitan
spp-ls untuk belanja
pegawai
(pembayaran
kekurangan gaji)
SOP penerbitan
spp-ls untuk belanja
pegawai
(pembayaran uang
makan)

12. SOP penerbitan
spp-ls untuk belanja
pegawai
(pembayaran uang
lembur)

44 KegiatanKasubbag Umum dan
Keuangan

disiplin
21.SOPBezetting
22.SOP Usulan

pensiun hakim dan

pns
23.SOP Usulan cpns

menjadi pns
24.SOP Usulan CPNS

menjadi PNS
25.SOPMutasi
26.SOP Update data

kepegawaian
kedalam aplikasi
sikep

27.SOP Ujian dinas
28.SOP Pelaksanaan

test kesehatan pns



23.

22.

21.

18.

17.

16.

J  13. SOP penerbitan
spp-ls belanja
modal

14.SOP perianggung
jawaban dimuka
tunjangan khusus
kinerja (remunerasi)

15.SOP pengelolaan
pendapatan negara
bukan pajak
SOP pengelolaan
taman
SOP konfinmasi
penerimaan negara
SOP laporan
realisasi anggaran

19.SOP rekonsiliasi
saiba

20.SOP catatan atas
laporan keuangan
SOP berkala
pengemudi
S.o.p. kebersihan
kantor
SOP keamanan
kantor(diluarjam
kerja)

karitor Oam kerja)
25.SOPrutin

pengemudi
26.SOP penerima tamu
27.SOP laporan saldo

rekening
28.SOF pelaksanaan

anggaran
29.SOP A dministrasi

(LPJ )
30.SOP Administrasi

Silabi
31.SOP catatan atas

laporan bmn
32.SOP rekonsiliasi

simak-bmn
33.SOP pengelolaan

ruang sidang
34.SOP perawatan

rumah dinas
35.SOP penertiban

parkir
36.SOP perawatan

inventaris halaman,
dan gedung kantor

37.SOP protokoler
38.SOP persediaan

barang
39.SOP penyusunan

uraian tugas satpam
dan tenaga
kebersihan

40.SOPIaporan
pertanggung
jawaban bendahara

41.SOP penunjukkan
penghunian rumah
dinas

42.SOP laporan
barang milik negara

43.SOP penunjukan
pemakaian barang



SOP
Menyesuaikan
penempatan

Staf

Belum
dievaluasi

1.SOPpembuatan
lakip  .

2.SOP Penanganan
hardware pengolah
data rusak

3.SOP Pemeliharaan
website

4.SOP Pengisian dan
pembaharuan
konten website

5.SOP Sistem
informasi
penelusuran
perkara (sipp)

6.SOP perencanaan

anggaran
7.SOP laporan

anggaran aplikasi
bappenas PP 39 K L

8.SOP penerimaan
baiang persediaan

(AT K )
9.SOP surat masuk
10.SOP surat keluar
11.SOP pemeliharaan

jaringan
12.SOP penyusunan

laporan Tahunan
13.SOP penyusunan

laporan bulanan
14.SOP penyusunan

laporan semester
15.SOP sinkronisasi

sipp
16.SOP revisi dipa dan

pok

inventaris berupa
kendaraan dinas

44. SOP pelaksanaan
anggaran belanja
pegawai (gaji,
lembur, honor) dan
Is

16 KeglatanKasubbag Informasi dan
Teknologi Pelaporan



K eterangan

23 Kegiatan

6 Kegiatan

9 Kegiatan

6 Kegiatan

6 Kegiatan

3 Kegiatan

15 Kegiatan

6 Kegiatan

6 Kegiatan

5 Kegiatan

9 Kegiatan

5 Kegiatan

9 Kegiatan

8 Kegiatan

Jumlah
K egiatan

Tahun 2018

Staf

Kasubbag Perencanaan, Teknologi
Informasi dan Pelapioran

K asubbag Umum dan Keuangan

K asubbag Kepegawaian dan
Organisasi Tata Laksana

Sekretaris

J uru Sita / J SP

Panitera Pengganti

Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Perdata

Panitera Muda Pidana

Panitera

Wakil Ketua

Hakim

Ketua

Pengadilan Negeri Sungai Penuh

Sasaran K erja Pegawai

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

2.

3.

1.

1.

No.

B. Sasaran K erja Pegawai (SK P)



Keterangan

Staf

Staf

Staf

J urusita Pengganti

Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

Kasubbag Umum dan
K euangan

Kasubbag Perencanaan,

T l dan Pelaporan

K asubbag Kepagawaian
dan Ortala

Plt.Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Pidana

Panitera Muda Perdata

Sekretaris

Panitera

Hakim

Hakim

Wakil Ketua

Ketua

Jabatan

Widya Satri

Ponia L iska, SH

Y uni Puji L istiowati, SE

Medi Ronaldi, HR, A .md

Ricky Bastian, SH

J oefeizel, SH

Gazali

Suparwati, SE

Teguh Hariadi, S.K om

Y ulises

Hendri Dunand, SH

Firman

Umardani

Y usri, S.Pdi

Sapta Putra, SH

Rinding Sambara, SH

Ratna Dewi Darimi, SH

Daniel Ronald, SH., M.Hum

Dedi K uswara, SH..MH

Pengadilan Negeri Sungai
Penuh

Nama

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10,

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

1.

No.

J umlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada wilayah hukum
Pengadilan Negeri Sungai Penuh.



Keterangan

-

-

31

-

-

22

Sisa
Perkara

29

2

45

2.754

16

122

Perkara
Y ang

Diputus

29

2

76

2.754

16

144

Perkara
Masuk

Perdata Permohonan

Perdata Gugatan
Sederhana

Perdata Gugatan

Pidana Cepat / Ringan /
Lalu L intas

Pidana anak

Pidana

Pengadilan Negeri
Sungai Penuh

Nama

6.

5.

4.

3.

2.

1.

1.

No.

A. K eadaan Perkara
Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh



K eteranganRusak
Berat

Rusak
Ringan

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Baik

Kondisi

1997

1997

2005

2005

2005

2005

2008

2008

2008

2007

2014

2003

Tahun
Perolehan

Y amaha

Y amaha

Honda

Honda

Honda

Honda

Honda Supra X  125

HondaSupraX  125

Honda Megapro

Jenis K endaraan
Roda2

Toyota

Toyota

Toyota

J enis K endaraan
Roda4

Uraian

9.

8.

7.

6.

5.

3.

4

2.

1.

II.

3.

2.

1.

1.

No.

B. K endaraan Dinas



KeteranganRusak
Berat

Rusak
Ringan

•

•

•

V

Baik
K ondisi

1 Unit

1 Unit

2Unit

1 Unit

1 Unit

J umlah

Rumah Dinas
Sekretaris

Rumah Dinas
Panitera

Rumah Dinas
Hakim

Rumah Dinas
Wakil Ketua

Rumah Dinas
K etua

Rumah Dinas

Uraian

. Rumah Dinas

5.

4.

3.

2.

1.

1.

No.

c



•"

K eterangan

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

J umlah

Gudang 3

Gudang 2

Gudangi

Ruang Tunggu Sidang

Ruang Satpam

Ruang Posbakum

Ruang Tunggu J aksa

Ruang Pelayanan Terpadu

Ruang Telekonference

Ruang Laktasi

Ruang Perpustakaan

Ruang A rsip Hukum

Ruang Mediasi

Ruang Panitera Pengganti

Ruang Panmud Hukum

Ruangan Panmud Pidana

Ruangan Panmud Perdata

RuangK asubbagPTIP

Ruang Kasubbag Umum dan K euangan

Ruang Kasubbag Ortala

Ruang Sidang A nak

Ruang Sidang Umum

Ruang Sekretans

Ruang Tunggu PP

Ruang Panitera

Ruang Hakim

Ruang Wakil K etua

Ruang Ketua

Sarana/Prasarana Gedung

27.

26.

25.

24.

23.

22.

21

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

10.

11.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

i.

No.

Matrik Sarana / Prasarana di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh



K eterangan

14

14

6

17

115

50

1

1

15

2

1

3

7

3

35

24

3

2

1

1

2

3

32

21

21

J umlah

Bangku Panjang Kayu

Bangku Panjang Besi

Sice

K ursi Kayu

K ursi Besi/Metal

Meja Kerja K ayu

Hand Metal Detector

Mesin A bsensi

White Board

CCTV  Camera Control Television Sistem

Kardek Kayu

Brankas

Filling Kabinet Besi

Rak Besi

Lemari Kayu

Lemari Besi/L iet.A

Mesin Ketik Manual L angewagon (18-27
inci)

Peralatan K omputer Lainnya

Hub

Router

Server

Scanner (Peralatan Personal Kantor)

Printer (peralatan personal komputer)

Laptop

Komputer

Sarana/Prasarana Fasiiitas Perkantoran

25.

24.

23.

22.

21.

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

No.

Sarana/Prasarana Fasiiitas Perkantoran



I
|

1

4

1

1

1

2

11

1

4

1

1

1

6

2

3

14

3

13

Fascimile

Pesawat Telephone

A nalog/Digital Receiver

Microphone/Wireles MIC

Handy Cam

Palu Sidang

T iang Bendera

Gambar Presiden/Wakil Presiden

Lambang Garuda Pancasila

Microphone

Sound System

Tape Recorded (alat rumah tangga
lainnya) Home Use

Televisi

Bchause Fan

K ipas A ngin

A .C. Sentral                          n

Meja Telepon

Meja K omputer

43.

42.

41.

40.

39.

38.

36.

37.

35.

34.

33.

32.

31.

30.

29.

28.

27.

26.


